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PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PA.Amg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMURANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang

Hakim Tunggaltelah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugatantara:

SUMIATI  AWAL  binti  HANAFI  S.  AWAL  ALIAS  HANAPI  AWAL,  NIK.

7105106510920002,tempat  dan  tanggal  lahir  Amurang,  25

Oktober 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak

ada,  Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat  Pertama,  tempat

kediaman  di  xxxxxxxxxx  xxx,   Kelurahan  Uwuran  Dua,

xxxxxxxxx  xxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxx,  Sulawesi

Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik  dengan

alamatemail:awalsumiati6@gmail.comnomor  Telepon

082245028473 sebagai  Penggugat;

melawan

WIRA  PRATAMA  WIBOWO  bin  INDRA  BAKTI,  NIK  1271030905930003,

tempat dan tanggal lahir Medan, 09 Mei 1993, agama Islam,

pekerjaan  Anak  Buah  Kapal  Togbut,  Pendidikan  Sekolah

Lanjutan Tingkat  Atas,  tempat kediaman di  xxxxxxxxxx xxx,

Kelurahan  Uwuran  Dua,  xxxxxxxxx  xxxxxxx,  xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxx, Sulawesi Utara sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajarisurat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  dan  memeriksa  alat  buktidi

muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2024 telah

mengajukan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama Amurang, dengan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Amg., tanggal 01 Agustus

2024,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman1dari15Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa  pada  tanggal  Maret  2019,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Tenga,  sebagaimana

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  /03/III/2019, tertanggal Maret

2019;

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama

dirumah orang tua Penggugat, selama Bulandi xxxxxxxxxx xxx, Kelurahan

Uwuran Dua, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kemudian

pindah kos-kosan di Desa sungai baung palembang, kemudian pindah ke

kos-kosan kendari tepatnya di Desa uwa uwa, dan terakhir balik ke rumah

orang tua Penggugat, hingga terjadi perpisahan;

3. Bahwa setelah  menikah,  Penggugat  dan Tergugat  sudahdikaruniai1

anakyang  bernama  :  Azkadina  Kirei  Syahira,  Perempuan,  Lahir  di

Amurang, 18 Mei 2020, sekarang berusia 4 tahun, sekarang berada pada

asuhan Penggugat;

4. Bahwa  sekitar  Tahun2022  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4.1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  perselihan

disebabkan Tergugat kedapatan mempunyai Wanita Idaman Lain;

4.2. Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin

kepada Penggugat

5. Bahwa Puncak pertengakaran dan perselisihan antara Penggugat dan

Tergugat terjadi pada  Desember 2023,  saat mana Tergugat berpamitan

kepada Penggugat, atas restu Penggugat kemudian pada bulan April 2024

Tergugat pergi dari rumah untuk bekerja di Kendari, saat itu Tergugat rutin

mengirimkan nafkah berupa uang sejumlah Rp. 500.000.00.- (Lima  Ratus

Ribu  Rupiah).  Namun,  pada  bulan  Desember  2023  Tergugat  tidak  lagi

memberikan  nafkah  dan  tidak  memberikan  kabar  kepada  Penggugat.

Setelah  Penggugat  melihat-lihat  beranda  media  sosial  Facebook  milik
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Tergugat, terlihat pada salah satu postingan berupa foto Tergugat sedang

mesra dengan WIL dan Penggugat juga mendapat informasi dari Media

sosial  dan  teman  dari  Penggugat  bahwa  Tergugat  sudah  menikah  siri

dengan WIL tersebut; 

6. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  lagi  menjalankan

kewajiban  masing-masing  sebagai  suami  dan  isteri,  serta  kedua  belah

pihak belum ada upaya damai;

7. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975,  dan  untuk  itu

Penggugat  mohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Amurang  kiranya

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankanbiayaperkarainisesuaiperaturanyangberlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya 

(ex aequo et bono);

Bahwa  pada  haridan  tanggalsidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat

datang  menghadap  sendiri  (inpersoon)  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat

tidak  pernah  datang  menghadap  ke  persidangan  dan  tidak  pula  menyuruh

orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

menurut  surat  panggilan  (relaas)Nomor  52/Pdt.G/2024/PA.Amg
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tanggal2Agustus 2024 dan 12 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan,

Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya

tersebut  tidak  disebabkan  oleh  suatu  halangan yang  sah,  maka  perkara  ini

diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya

untuk  bercerai  dengan  Tergugat  dan  rukun  kembali  dalam berumah tangga

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-

dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwaperkara  ini  tidak  dapat  dimediasi  karena  Tergugat  tidak  pernah

datang menghadapdi persidanganmeskipun telah dipanggil  secara resmi dan

patut;

Bahwa  pemeriksaan  dilanjutkan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap

dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan tentang identitas

Penggugat dan Tergugatsebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa  untuk  memperkuat  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Sumiati  Awal

NIK.7105106510920002, tertanggal 11 Agustus2023, yang dikeluarkan oleh

Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,xxxxxxxxx  xxxxxxxx

xxxxxxx, bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan

sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda(P.1),  lalu diberi  paraf dan tanggal

oleh Hakim;

2. Fotokopi  Kutipan  AktaNikah  Nomor:  28/03/III/2019,  tertanggal  05  Maret

2019  yang  diterbitkan dan  ditandatangani  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tenga,  xxxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxx,

Provinsi  Sulawesi  Utara,bermeterai  cukup  dan  bercap  pos  (nazegelen),

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda (P.2), lalu

diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis Hakim;

Bahwa  di  samping  alat  bukti  tertulis  tersebut,  Penggugat  juga

menghadirkan tiga orang saksiyangbernama:
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1. Intan  Sumangkut  binti  Hein  Sumangkut,  tempat  dan  tanggal  lahir,

Beringin,  11  Februari  1995,  Umur  29  tahun,  Jenis  Kelamin  perempuan,

agama Kristen, pendidikan SMK, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Status Kawin,

Warga  Negara  Indonesia,  tempat  kediaman  di  xxxxxxxxx  xxxxxx  xx,

xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

- Bahwa saksi merupakan teman Penggugat;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di

rumah  orangtua  Penggugat,  kemudian  keluar  daerah  dan  kembali  lagi

tinggal dirumah orangtua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan

saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, wajah

Penggugat terlihat lebam  tapi saksi tidak tahu penyebabnya;

- Bahwa saksi pernah melihat di media social facebook, Tergugat sedang

live di fb sementara nikah siri dengan Wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan April 2023,

sampai saat ini sekitar 1 tahun 4 bulan;

- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun

Penggugat  sudah  tidak  mau  lagi  dengan  Tergugat,  begitu  juga

saksipernah menasehati Penggugat untuk rukun kembalidengan Tergugat,

tetapi Penggugat sudah bersikukuh untuk tetap berpisah dengan Tergugat;

2. Nathasya Mikha Tumbelaka binti Jemmy Tumbelaka,  Tempat dan tanggal

lahir Amurang, 29 Desember 2005, jenis kelamin Perempuan, agama kristen,

pendidikan  SMK,  pekerjaan  xxxxxxxxxx,  status  Kawin,  warga  negara

Indonesia,  tempat  kediaman  di  xxxxxxxxx  xxxxxx  xx,  Lingkungan  IV,

xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Sulawesi Utara:

- Bahwa  saksi  mengenal  Penggugat  dan  Tergugat,  karena  saya  adalah

tetangga Penggugat;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di

rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  dikaruniai  1orang  anaksaat  ini

tinggal bersama Penggugat;
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- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, wajah

Penggugat bengkak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 1 tahun 4 bulan;

- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun

Penggugat  sudah  tidak  mau  lagi  dengan  Tergugat,  begitu  juga

saksipernah menasehati Penggugat untuk rukun kembalidengan Tergugat,

tetapi Penggugat sudah bersikukuh untuk tetap berpisah dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat bekerja di  Dealer Honda dan masih memberikan uang

untuk anaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat  dalam kesimpulannya menyatakan tetap

dengan dalil-dalil gugatan dan mohon untuk putusan pengadilan;

Bahwauntuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal

ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan

bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  pada

pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang,  bahwa  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan  cara

menasihati  Penggugat  agar  bersabar  menunggu dan rukun kembali  dengan

Tergugat,  sesuai  dengan maksud  Pasal  39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 Jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal

154  ayat  (1)  RBg,  jo.Pasal   65 dan 82 ayat  (1) dan (4)  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1

Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islamdi  Indonesia,  akan  tetapi  tidak

berhasil;
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Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1Tahun

2016 tentang Prosedur Mediasi  jo.  Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3

Tahun 2023 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, mengharuskan

kehadiran  kedua  pihakyang  berperkara.  Namun  oleh  karena  Tergugat  tidak

pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  beragama  Islam  dan

perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu

berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan  jo.  Pasal  1 huruf (b) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975  jo.  Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan

Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  gugatan  Penggugat,

domisiliPenggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amurang,

sesuaiPasal  73  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan

Agamasebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006

danperubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,

makaperkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Amurang;

Kehadiran Tergugat

Menimbang,  bahwa  Penggugat  menghadap  sendiri  di  persidangan

sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di  persidangan dan tidak pula

menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,

meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Amg

tanggal2Agustus 2024 dan 12 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan

yang  dibacakan  di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  gugatan  mendalilkan  bahwa

Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama

Islam,  oleh  karenanya  Penggugat  dan  Tergugat  telah  sesuai  dengan  asas
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personalitas  keislaman,  sehingga  memiliki  legal  standing  dalam  perkara  a

quosebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  dalil  gugatan  penggugat  yang  telah

dibacakan di depan persidangan, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa

Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan di dalam Pasal 19 Huruf f

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 junctoPasal 116 huruf f Kompilasi

Hukum Islam dimana  Penggugat  mendalilkan  bahwa penyebab  perselisihan

dan pertengkaran tersebut adalahsering terjadi perselisihan dan pertengkaran

disebabkan  dari  Terguggatcemburu  terhadap  Penggugat,  Tergugat  sering

menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan mesra dengan laki-laki

lain;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan sekalipun

telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak menyuruh orang lain untuk

menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata

ketidakdatangannya  itu  disebabkan  oleh  suatu  alasan  yang  sah,  oleh

karenanya  Tergugat  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  perkara  ini  dapat

diperiksa  dan  diputus  dengan  tanpa  hadirnya  Tergugat  atau  verstek  sesuai

Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang,  bahwa ketentuan tersebut  diatas  relevant  dengan Hadits

Nabi dalam Kitab Hadits Mu’inul Hukkam halaman 96:

Artinya:Dari  Al  Hasan,  sesungguhnya  Nabi  SAW.,  telah  bersabda  :

“barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di

muka sidang, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia

termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang,bahwa  pihak  Tergugat  tidak  pernah  hadir  menghadap  ke

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  maka

berdasarkan  ketentuan  Pasal  1ayat  (1)  RBg yaitu  putusan  yang  dijatuhkan
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tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

beralasan,  oleh karena itu  Hakimmembebani  Penggugat  untuk membuktikan

dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan

dan dianggap tidak  menyangkal  dan membenarkan dalil  Penggugat,  namun

karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan,  maka sesuai dengan salah

satu  asas  perkawinan  sebagaimana  terdapat  dalam  penjelasan  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974  angka 4  huruf (e)tentang Perkawinan yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  yaitu  prinsip  untuk

mempersukar  terjadinya  perceraian  dan  untuk  menghindari  kebohongan–

kebohongan  besar  dalam  hal  perceraian  dan  untuk  mengetahui  apakah

gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Hakim tetap

membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil  gugatannya,

hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang  Perkawinandan  dalam  hukum  Islam  pernikahan  bukanlah  sebagai

ikatan  perdata  biasa  akan  tetapi  sebagai  ikatan  yang  akadnya  mitsaqan

gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugatadalah

P.1dan  P.2semuanya bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen)dan alat bukti

yang  fotokopitelah  dicocokkan  dan  sesuai  dengan  aslinya  sehingga  Hakim

menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti

berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal ayat

() huruf (b) dan PasalUndang-Undang Nomor Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1dan P.2, tersebut merupakan akta

autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak

dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat

Halaman9dari15Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdatadan Pasal 285

R.Bg;

Menimbang,  bahwa bukti  P.berupa fotokopi  Kartu  Tanda Pendudukatas

nama  Penggugat,  yang  memberikan  bukti  bahwa  Penggugatberdomisili  di

wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang,sehingga perkara a quomerupakan

kewenangan relatif Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah,  yang

memberikan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang

telah menikah pada tanggal Maret ;

Menimbang,bahwa Hakim telah mendengar keterangan (dua) orang saksi

dari  keluarga/orangdekat  Penggugat  dan  Tergugat  yang  telah  memberikan

keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang  bahwa  saksi-saksi  Penggugat  bukan  orang  yang  dilarang

untuk  menjadi  saksi  (Pasal  172  ayat  (1)  R.Bg.  dan  saksi-saksi  Penggugat

adalah keluarga Penggugat, hal mana merupakan orang yang patut didengar

kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan),  memberi  keterangan  di  depan  sidang  seorang  demi  seorang

(Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh

karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  oleh  Penggugat  telah

memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175

RBg.,  disumpah terlebih dahulu lalu  memberikan keterangan di  persidangan

satu demi  satu dan identitasnya jelas serta   telah memenuhi  syarat  materiil

sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal

309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar

dan  ia  alami,  diketahui  alasan-alasan  pengetahuannya,  bukan  merupakan

pendapat  dan  keterangan  saksi-saksi  tersebut  saling  bersesuaian  dengan

memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;
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Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan

keterangan  para  saksi,  Hakim  telah  menemukan  fakta-fakta  hukum  yang

disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada

tanggal05Maret 2019;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1orang anak;

3. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran, karena Tergugat sering memukul Penggugat hingga lebam;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  petitum  Penggugat  dan  fakta  hukum

tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan  Angka  1  tentang  Mengabulkan  Gugatan

PenggugatSeluruhnya

Menimbang,  bahwa  petitum  tersebut  merupakan  petitum  yang  akan

dijawab  setelah  mempertimbangkanseluruh  petitum  Penggugat,  karenanya

jawaban  terhadap petitum ini  akan  dicantumkan  dalam konklusi  dan  diktum

putusan;

Pertimbangan  Angka  2  tentang  Menjatuhkan  Talak  Satu  Ba’in

ShughraTergugat terhadap Penggugat

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukumdi  atas,  maka  petitum

gugatan Penggugat nomor dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang  bahwa berdasarkan  faktatersebut,  Hakim  selanjutnya  akan

mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh

Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f  Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang  Perkawinan  jo.Pasal  116  huruf  f  Kompilasi  Hukum  Islam,  untuk

selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya

mengabulkan  petitum  gugatan  Penggugat  untuk  dijatuhkan  talak  satu  bain

shugraTergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  untuk  lebih  memperjelas  fokus  pertimbangan

mengenai  penerapan  hukum  (tahap  kualifikasi)  dalam  putusan  ini  maka
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dirumuskan  dalam  legal  issue  “apakah  fakta  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  telah  memenuhi  kualifikasi  rumah  tangga  yang  dimaksud  dalam

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan

jo.Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak

satu bain shugraTergugat terhadap Penggugat?”;

Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  19  huruf  f  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena

alasan  “antara  suami  dan  isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah

tangga”.  Dengan  demikian,  suatu  perceraian  dinilai  memenuhi  ketentuan

aquojika  terbukti  bahwa  dalam  suatu  rumah  tangga  telah  terpenuhi  tiga

keadaan secara kumulatif;

Menimbangbahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat  tigaunsur

yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya  alasan  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus

menerus;

- Perselisihan  dan  pertengkaran  menyebabkan  suami  istri  sudah  tidak  ada

harapan untuk  kembali rukun;

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwaterhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan

satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang

telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang,  bahwa  untuk  mempertimbangkan  unsur  pertama,  Hakim

perlu  menguraikan  terlebih  dahulu  dalil  gugatan  Penggugat  terkait  adanya

perselisihan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  kemudian  mempertimbangkan

sesuai  fakta  di  persidangan  apakah  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

terbukti adanya persilisihan dan pertengkaran terus menerus; 

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk

memberikan  kemaslahatan  bagi  suami  maupun  istri,  tetapi  dengan  melihat

Halaman12dari15Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Amg.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi  rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat  sebagaimana tersebut  di

atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi

mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan

batin  baik  bagi  Penggugat  maupun  Tergugat,  karena  itu  perceraian  dapat

menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim  sependapat dan mengambil  alih pendapat

Imam  Malik  seperti  dikutip  Sayyid  Sabiq  dalam  kitab  Fiqh  Sunnah  Jilid  II

halaman 188 sebagai berikut:

له                يطاق ل مما اليذاء وكان الزوج اعتراف او الزوجة ببينة القاضي لذي دعواها ثبتت فاذا

بائنة            طلقةا طلقها بينهما الصلح عن القاضي وعجز امثالهما بين العسرة دوام

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau

dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab

tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga

sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan

perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

alasan-alasan  perceraian  dalam  perkara  ini  dianggap  telah  memenuhi

ketentuan Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  atau  setidak-tidaknya  gugatan

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain

sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terggugat telah dinyatakan tidak hadir,

dan  permohonan  Penggugat  mempunyai  alasan  serta  tidak  bertentangan

dengan  hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,

permohonan Penggugat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Amurang adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat

(1)  Kompilasi  Hukum Islam,  maka  bekas  istri  (Penggugat)  meskipun  dalam

masa  iddah  tidak  boleh  rujuk  dengan  bekas  suaminya  (Tergugat),  tetapi

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;
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Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa tentang petitum gugatan Penggugatnomor 3, Hakim

berpendapat  bahwa  berdasarkan  berdasarkan  Pasal  89  Ayat  (1)  Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua

biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum syar’iyang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi  dan patut  untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (WIRA PRATAMA WIBOWO

bin INDRA BAKTI) terhadap Penggugat (SUMIATI AWAL binti HANAFI S.

AWAL ALIAS HANAPI AWAL);

4. Membebankan Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara sejumlah  Rp.

198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  oleh  Hakim  Pengadilan  Agama Amurang  pada

hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 M. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar

1446 H oleh  Teddy Lahati,  S.H.I.,MH.,  sebagai  Hakim Tunggal  berdasarkan

Keputusan  Ketua  Pengadilan  Agama  Amurang  Nomor

38/KMA/SK.KP4.1.3/III/2024  tanggal  7  Maret  2024  ,  putusan  tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Tunggal  dengan  didampingi  oleh  Muhammad  Adil,  S.Ag.,  MHI.,  sebagai

Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 
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Hakim Tunggal,

Teddy Lahati, SHI., MH.

Panitera,

Muhammad Adil, S.Ag., MHI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp

.

.000,-

2. Biaya ATK Perkara : Rp

.

.000,-

3. BiayaPanggilan : Rp

.  

.000,-

4. PNBPPanggilan : Rp

. 

.000,-

5. Biaya Redaksi : Rp

.

.000,-

6. Biaya Meterai : Rp

.

.000,-

Jumlah : Rp

.

.000,-

(seratus sembilan puluh delapan ribu
rupiah) 
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